
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerin ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah be erapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

2023 tentang Penetapan 
Peratur Pemerintah · Pengganti Undang-Undang Nomor 

Nomor 

Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pemben ukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kab paten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 

negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

2. 

tuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Pemberi n Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada paratur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Pen rima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan 
Peratur Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan 
Hari Ra a dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari 
Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

UPATI BOMBANA, 

MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TEKNIS PEMBERIAN TUN NGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
: 

YANG BERSUMBER DARI AN GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN 2024 

OR 9 TAHUN 2024 

TENT ANG 

PROVINS SULAVJESI TEN'GGARA 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
I Dalam Pera uran Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemeri tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

\ 

- iPERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
I 
rTUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG 
iBERSUMBE DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
!DAERAH TA UN 2024. 
i 

MEMUTUSKAN : 

aratur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Pene 'ma Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); 

!5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang embentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

. ! Negara R publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
a telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Ne eri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Pera uran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten ng Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara R publik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

16. Peratura Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 
2023 ten ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun A ggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

1 Bombana Tahun 2023 Nomor 4); 
' i 
l 7. Peratur Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2023 tentang 

Penjabar n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun ggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 20 3 Nomor 48). 

Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas 
;4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang 
! 
) 

022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

Menetapkan 



i 
. i 

Pasal 2 
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ( 1) Pernberian 

I 
j 

BAB II 
PEMBERIAN TU JANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

Bagian Kesatu 
Umum 

a adalah hari raya Idul Fitri. 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
ya disebut PPPK adalah warga Negara 

Indone ia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdas kan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertent dalam rangka melaksanakan tugas 

15. Calon egawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
i CPNS dalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi 

penen aan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama 
on Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti 
n untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai 

Negeri ipil dengan gaji 100 o/o. 

i 

I 14. 

/3. 
i 
i 

2. Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah arga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara 
tetap Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

mendu ukijabatan pemerintahan. 
Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta 
pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan 
perund g-undangan. 
Anggot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanju nya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota 

DPRD 

pemerin ahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwaki an Rakyat Daerah menurut ·asas otonomi dan 
tugas embantuan dengan prinsip otonomi seluas 

dalam sisterri. dan prinsip Negara Kesatuan 
Republi Indonesia sebagaimana . dimaksud dalam 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 945. 

11. 
I 

i 16. 
I 
I 

I 

i 
i 

. i 
t 



' i 
(3)iTunjangan ari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan 

I 
i 
IAnggota De an Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak 

id. 
l 
l e. 

pangan; 
jabatan atau tunjangan umum; dan 

penghasilan paling banyak sebesar yang 
alam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah 
g memberikan tambahan penghasilan dengan 

tikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan 
gan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) IDalam hal g ru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran 
! 

an belanja daerah tidak menerima tambahan 
/pengahasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
i 
[dapat diberi an paling banyak sebesar tunjangan profesi guru 
f 

[atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru 
! 
[Aparatur Sip 1 Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. 

ja, 
[b. 
l [c. 
! 

Bagian Kedua 
emberian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 3 
i 

( 1) Tunjangan H ri Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
i 

b. sedang di ugaskan di luar instansi pemerintah baik di 
dalam ne eri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar 
oleh inst si tempat penugasan. 

i 
! 

(2) Tunjangan H · Raya tidak diberikan kepada PNS: 
I 
i a. sedang cu · diluar tanggungan negara; atau 
l 

~- adan Layanan Umum Daerah; 
i 

e. Pegawai on Pegawai Aparatur Sipil negara pada 
I perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan 
i 

keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan 

f. PPPK. 

c. 
' 



gan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
tikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan 

tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan 

Layanan UmumDaerah tersebutyang pangkat, 

iberikan kepada PNS pada Badan Layanan 

. paling banya sebesar tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga 
I 
belas yang 
I 

1umum/Bad 
jabatan, peri gkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. 
I 

(5) IDalam hal enghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 
Jsebelum bul n Harl Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
jbelum diba arkan sebesar penghasilan yang seharusnya 

· /diterima k ena berubahnya penghasilan, kepada yang 
I 

. /bersangkut 

/Hari Raya. 
(6)/Penghasilan ebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS 

I 

!meliputi: 
I 
I 
I 

I a.·so o/o (del pan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

I b . i . tunjang 
i 
! 
I t • IC. unjang 
i 
Id · d i • tunjang , umum; an 
' 

I e. tam bah penghasilan paling banyak sebesar yang diterima 
! dalam 1 ( atu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang 
/ tambahan penghasilan d 
I 

engan 

Umum Badan Layanan Umum Daerah . 

a. n Badan Layanan Umum/Badan Layanan 

aerah; dan 
b. non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

s pada instansi pemerintah yang menerapkan 
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 

(4) Tunjangan H · Raya dan gaji ketiga belas bagi: 
I 
I 

sebesar 
I 

keluarga, dan tunjangan jabatan 
. I 

I 

Dewan Perw ilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan 
l peraturan yang mengatur hak 

· keuangan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
I 
I 

Perwakilan R at Daerah. 
I 

representasi, tunjangan 
pimpinan dan anggota 

uang darl 

I 
i 
I 

I 
I 
I 



i 
Pendanaan p berian tunjangan hari raya dan gaji ketiga 

l 
! 

BAB IV 

PENDANAAN 
Pasal 7 

dilakukan sesu i dengan peraturan perundang-undangan yang 
! 

berlaku. 
! 
! 

Pasal 6 
Proses Pembay an Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas 

! 

(6) Besaran ga i ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana 
I dimaksud p da ayat (4) didasarkan pada besaran komponen 
i penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024. 
! 

(5) Dalam hal g ji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat 
i (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat 
l 
! 
I dibayarkan etelah bulan Juni Tahun 2024. 

(4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
! 
! dibayarkan aling cepat pada bulan Juni Tahun 2024. 

i 
(3) Besaran tunjangan Harl Raya yang dibayarkan sebagaimana 

I 
! 
! dimaksud p da ayat ( 1) didasarkan pada besaran komponen 
! 

f penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024. 

(2Y Dalam hal T njangan Harl Raya sebagaimana dimaksud pada 
I 

[ ayat (1) belu dapat dibayarkan, Tunjangan Harl Raya dapat 
i 
I dibayarkan etelah tanggal Hari Raya. 

(l)!Tunjangan ari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
i 
! 

i dibayarkan aling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 
! 
j tanggal Harl Raya. 
i 

BAB III 

PEMBAYARAN 

Pasal 5 

Mutandis terhad p Besaran Pemberian tunjangan Harl Raya. 
! 

Bagian Ketiga 
Pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 4 

Besaran Pembe an Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis 
I 



. i 

\~NARF 

BERITA DAERAH KABUPAT N BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR ~ 
! 

NBOMBANA 

I 
Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal ~o M~ kT 

KRETARIS DAERAH KAB 
I 

I 

EDY SUHARMANTO 

4 
3 
2 

5 

NO Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal ,.o \V\Ak-'f 2024 

I 

diundangkan, 
i . . • Agar setiap oran mengetahuinya, memenntahkan pengundangan 
I 

Peiaturan Bupa · ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
I 

Kabupaten Born ana. 
I 
i 
I 

Pasal 9 
Bombana ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan 

I 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Perat ran Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
I Bombana Nomo 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan 
I 

Han Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, 
i 

Pensiunan, Pe erima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
! 
I 

Tahun 2023 (B rita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 
! 

Nomor 8), dicab t dan dinyatakan tidak berlaku. 
i 
' 

belcis dapat bers mber dari: 
! 

a. anggaran pen, apatan dan belanja Daerah; dan 
I 

b. ~umber pemb ayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 
! 
I 

' 

. ! 
' 


